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Mengingat

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR {032 TAHUN 2023

TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Bupati Batu Bara Nomor 35 Tahun 2019 tentang
kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Batu
Bara perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Kode
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Batu Bara di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4681);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2022tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 969);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi

arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 235);



Menetapkan :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten
Batu Bara;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2023
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH
KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintahan  daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

6. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip
secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi
dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit
informasi kearsipan.

7. Kode Klasifikasi Arsip adalah symbol atau tanda
pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan
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untuk membantu menyusun tata letak identitas
arsip.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan
fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang
pengelolaan arsip dinamis.

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan
secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip
dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau
diterima oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan Pemerintahan Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan.

Nomor Urut surat adalah nomor urut naskah dinas
yang dimulai dengan angka 001 dan seterusnya
sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas,
meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai
kembali dengan angka 001.

Arsip Statuter adalah arsip-arsip peraturan
perundang- undangan seperti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Negara,
Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah

Kabupaten, Peraturan Kecamatan dan Peraturan
Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk menciptakan
keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi
Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;

b.mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai
upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam

implementasi sistem pemerintahan berbasis
elektronik;

c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas

dan fungsi kegiatan di lingkungan Pemerintah
Daerah; dan

d.menunjang kelancaran penataan berkas dalam
penemuan kembali Arsip.



BAB III
RUANG LINGKUP
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah
Daerah disusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi
Pencipta Arsip yang meliputi :

a. fungsi fasilitatif; dan
b. fungsi substantif.

Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang
menghasilkan produk administratif atau
penunjang dari tugas yang dilakukan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan kegiatan
pelaksanaan tugas fungsi Kkegiatan pokok
Pencipta Arsip yang membedakan antara
Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Kode komponen adalah tanda pengenal
komponen unit pengolah yang
mengolah /menangani naskah dinas dan ditulis
dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor
urut, dengan format baku kode klasifikasi/
nomor urut/ kode komponen/ bulan (dalam
angka romawi)/tahun.

Klasifikasi Arsip menggunakan Kode
Klasifikasi Arsip berupa angka :

000 Umum

100 Pemerintahan

200 Politik

300 Keamanan /Ketertiban

400 Kesejahteraan Rakyat

500 Perekonomian

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700 Pengawasan

800 Kepegawaian

900 Keuangan

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) berfungsi sebagai dasar penomoran
surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan
penemuan kembali arsip.



C

) Kode Klasifikasi Arsip juga sebagai pedoman
dasar klasifikasi penyusutan Arsip pada
pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip.

(8) Penerapan Kode Klasifikasi ini tidak berlaku
untuk kode penomoran surat Arsip Statuter
yang mempunyai pedoman sesuai ketentuan
perundang- undangan tersendiri.

(10) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 35 Tahun 2019
tentang Klasifikasi Arsip Pemerintahan Kabupaten
Batu Bara, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Pasal S
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 12 Desember 2023
BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR
Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, \2 Desember 202%
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
TTD

NORMA DELI SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1009



